BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1% TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO UTARA,

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan

l.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan
Anggaran Belanja Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Utara tentang Anggaran Belanja Kepala Dacerah dan Wakil
Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2019,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 rentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkart II di kalimantan {[Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagau
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I Tanah Laut, merah Tingkat
Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 353 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negura Republik Indoncesia Nomor
2756);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Nepara yang Bersth dan Bebas dari
Korupsi, Kelusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



N

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negura  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 433535);

Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004  (enlang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j);

. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 20 - tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Noemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indencsia Nomor 5587} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20114 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20153 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20035 tentang Dana

10.

11.

12.

Perimbangan (Lembaran Negara Repuhlik [ndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Informasi Kcuangan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457h) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 05 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 20053 tentang Sistem Inlormasi Kcuangan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Noumor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan DPemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan Pcncrapan Standar Pelayanuan
Minimal {Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43585);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instansi  Pemncrintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614y;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pcemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
[.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah
daerah (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6044);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
terttang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuanpan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten DBarito Utara {Lembaran Daerah Kabupaten
Barite Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Dacrabh Kahupaten Barito Utara Nomaor 6f;

Peraturan Daerah Kabupaten Barite Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapalan dan Belunja Daerah
Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 4},

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tuhun 2010
tentang Sistemn dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaien Barito
Utara Tahun 2010 Nomor I8 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Barite Nomor 45 Tahun 2014
tentang perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara
Nomar 19 Tahun 2010 tentang Sisterm don Prosedur
Pengelolaan Kkeuangan Daecrah Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor
45),

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kuabupaten
Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSEKEAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAM BELANJA
KEPALA DAERAH DAN WARKIL KEPALA  DAERAII
PEMERINTAH KABUPATEN BARIT(O UTARA TAHUN
ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Duerah Taliun Anggaran
2019 adalah sebesar Rp. 8.737.051.857,- terdiri alas:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp. 670.051.857,-

2. Belanja Langsung sebesar Rp. &8.067.000.000.-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 670.051.857,- terdiri atas:

a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kkepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebesar Rp. 270.051.857,-

b. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebesar Rp. 400.000.000,-

Pasal 3

Anpggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gan dan
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 270.051.857,- sebageimana dimaksud dalam Pasul 2 Thuruf a
dirinci sebagai benkut

a) Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 123.600.000.-
b) Tunjangan Keluarga Rp. 21.460.000.-
¢) Tunjangan Jabatan Rp. 106.099.500,-
d) Tuyangan Beras Rp. 6.083.280.-
¢) Tunjangan pph/TunjanganKhusus Rp. 11.847.472,-
f) Pembulatan Gaj Rp. 461.605,-

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 270.051.857,-

Pasal 4

Anggaran Belunja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional

lkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sebagal berikut :

a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 jura dan paling tingg
sebesar 34%;

b. diat s Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan pahng
tinggi scbesar 2 %

c. di atas 10 milvar s/d Rp 20 milvar paling rendah Rp 200 jula dan paling
tinggi sebesar 1,50 %

d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan
paling tinggi sebesar 0,80%;

e. di atas Rp 30 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan
paling tinggi scbesar 0,40 % ; dan

f.  diatas Rp 150 milvar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 .



Pasal o

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional kepala Daerah
dan Wakil Kcpalu Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,- {0.0,4% dari

Pendapatan Asli Dacrah Kabupaten Barito Utaira sebesar

Rp. 85.000.000.000,-)diatur sebagai berikut:

a. biaya Pecnunjang Opcrasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019
ditetapkan schesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000, atau
sebesar Rp. 240.000.000,-

b. biaya Penunjang Opecrasional Wakil Kcpala Daerah Tahun Anggaran 2019
ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000.- atau
schesar Rp. 160.000.000,-

Pasal 6

Biaya penunjung operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepuala Dacrah
dipergunakan untuk koordinasi. penanggulangan kerawanan sosial
masvarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukuny
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7

Anggaran Bclanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.067.000.000,- vang diatur sebagai benkut :

1. Besarnva Belanja Langsung Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah
sebesar Rp. 6.141.350.000,- yang dirinci sbb:

a) Belanja Pegawai Rp. 0,-
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.141.350.000,-
¢} B¢ inja Modal Rp. 0,-

2. Besarnya Belanja Langsung Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019
adalah sebesar Rp. 1.925.650.000,- vang dirinci sbb:

a) Belanja Pegawat Rp. 0.-

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.925.650.000,-

¢) Belanja Modal Rp. 0,-
Pasal 8

(1} Pclaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Dacr 1 dan Wakil
Kepala Duaerah Tahun Anggaran 2019 sesual dengan peraturan
perundangan yang beriaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anegaran Satuan
Kerja Perangkal Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Kepala Dacri  /Wakil kepala
Daerah.

{2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang
beriaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pera :kat Daerah
(DPA-SKPD} pada Pos Sekretariat Dacrah Kabupaten Barito Utara.






